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SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP 
KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA PANGAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG 

PANGAN1 
Oleh  : Sendy Robot2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana 
denda apabila dilakukan oleh korporasi di 
bidang pangan dan bagaimana pemberlakuan 
sanksi pidana denda terhadap korporasi akibat 
melakukan tindak pidana pangan menurut 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang    Pangan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normative, 
disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perbuatan 
pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi 
pidana denda, sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 133 sampai dengan Pasal 145 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 
Pangan. Bentuk-bentuk tindak pidana terjadi 
akibat korporasi melakukan perbuatan dengan 
dengan sengaja tidak menaati ketentuan-
ketentuan hukum dalam peraturan perundang-
undangan yang telah mengatur standar 
keamanan pangan yang dapat dikonsumsi oleh 
masyarakat. 2. Pemberlakuan sanksi pidana 
denda terhadap korporasi akibat melakukan 
tindak pidana pangan menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai 
Pasal 145 selain pidana penjara dan pidana 
denda terhadap pengurusnya, pidana dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda terhadap perseorangan. Selain 
pidana denda korporasi dapat dikenai pidana 
tambahan berupa: pencabutan hak-hak 
tertentu; atau  pengumuman putusan hakim. 
Kata kunci: Sanksi Pidana, Denda, Korporasi, 
Pangan. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk 
kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk 
dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi 
Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan 
Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk 
rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, 
penetapan standar Kemasan Pangan, 
pemberian jaminan Keamanan Pangan dan 
Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi 
yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan 
dalam melakukan Produksi Pangan harus 
memenuhi berbagai ketentuan mengenai 
kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga 
tidak berisiko merugikan atau membahayakan 
kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan 
bertanggung jawab terhadap Pangan yang 
diedarkan, terutama apabila Pangan yang 
diproduksi menyebabkan kerugian, baik 
terhadap gangguan kesehatan maupun 
kematian orang yang mengonsumsi Pangan 
tersebut.3 

Apabila bentuk-bentuk perbuatan pengurus 
dan/atau korporasi sebagai pelaku usaha di 
bidang pangan terbukti secara sah dalam 
proses pemeriksaan perkara pidana telah 
melakukan tindak pidana, maka korporasi 
dapat dikenakan sanksi pidana denda 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

Pidana denda merupakan bentuk pidana 
tertua. Pidana ini terdapat pada setiap 
masyarakat termasuk pada masyarakat adat. 
Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda 
yang dikenakan pada orang yang membuat 
kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya 
keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada 
saat sekarang pidana denda dijatuhkan 
terhadap tidak pidana ringan berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana 
denda merupakan pidana satu-satunya pidana 
yang dapat dipikul oleh orang lain selain 
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan 
jika denda itu secara sukarela dibayar oleh 
orang lain atas nama terpidana. Hasil 
penagihan denda diperuntukkan bagi kas 
negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat 
oleh pemerintah daerah begitu pula biaya 

 
3  Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Pangan. 
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untuk pidana kurungan pengganti di tanggung 
oleh negara walaupun peraturan pidana itu 
dibuat oleh pemerintah daerah pula.4 

Denda, ialah hukum yang berupa keharusan 
membayar dalam bentuk uang atau lainnya 
karena melanggar aturan, undang-undang atau 
aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat.5 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
mengambil judul “Sanksi Pidana Denda 
Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Tindak 
Pidana Pangan Menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan 

yang dapat dikenakan sanksi pidana denda 
apabila dilakukan oleh korporasi di bidang 
pangan ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana 
denda terhadap korporasi akibat melakukan 
tindak pidana pangan menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang    
Pangan ? 
 

E. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum yang digunakan dalam 

menyeusun Skripsi ini ialah metode penelitian 
hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang 
diperlukan diperoleh dari hasil studi 
kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut 
meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier. 

 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana Korporasi 

Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan, mengatur mengenai bentuk-
bentuk perbuatan pidana korporasi yang dapat 
dikenakan sanksi pidana. sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 133 sampai dengan Pasal 
145, sebagaimana diuraikan berikut:  
1.  Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja 

menimbun atau menyimpan melebihi 
jumlah maksimal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan yang 

 
4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Ed. 2. Cet. 1. Sinar 
Grafika, Jakarta, 2007, hal. 58. 
5 Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 
2009, hal. 94. 

mengakibatkan harga Pangan Pokok 
menjadi mahal atau melambung tinggi 
(Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Pangan). 

 Pasal 53. Pelaku Usaha Pangan dilarang 
menimbun atau menyimpan Pangan Pokok 
melebihi jumlah maksimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52. Penjelasan Pasal 
53 Yang dimaksud dengan “menimbun” 
adalah menyimpan melebihi batas yang 
diperbolehkan dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan yang 
mengakibatkan harga Pangan Pokok 
menjadi mahal dan/atau melambung tinggi. 

 Pasal 52 ayat (1) Dalam hal Perdagangan 
Pangan, Pemerintah menetapkan 
mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal 
penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku 
Usaha Pangan. Ayat (2) Ketentuan 
mengenai mekanisme, tata cara, dan 
jumlah maksimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan atau 
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. 

2. Setiap Orang yang melakukan Produksi 
Pangan Olahan tertentu untuk 
diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak 
menerapkan tata cara pengolahan Pangan 
yang dapat menghambat proses penurunan 
atau kehilangan kandungan Gizi bahan 
baku Pangan yang digunakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) (Pasal 
134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan). Pasal 64 ayat (1) Setiap 
Orang yang melakukan Produksi Pangan 
Olahan tertentu untuk diperdagangkan 
wajib menerapkan tata cara pengolahan 
Pangan yang dapat menghambat proses 
penurunan atau kehilangan kandungan Gizi 
bahan baku Pangan yang digunakan. 

 Penjelasan Pasal 64 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan "Pangan Olahan tertentu" adalah 
Pangan Olahan untuk konsumsi bagi 
kelompok tertentu, misalnya, formula 
untuk bayi, Pangan yang diperuntukkan ibu 
hamil atau menyusui, Pangan khusus bagi 
penderita penyakit tertentu, atau Pangan 
Olahan lain yang mempunyai pengaruh 
besar terhadap perkembangan kualitas 
kesehatan manusia. 

3. Setiap Orang yang menyelenggarakan 
kegiatan atau proses produksi, 
penyimpanan, pengangkutan, dan/atau 
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peredaran Pangan yang tidak memenuhi 
Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) (Pasal 
135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan). 

 Pasal 71 ayat (2) Setiap Orang yang 
menyelenggarakan kegiatan atau proses 
produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan/atau peredaran Pangan wajib: a. 
memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. 
menjamin Keamanan Pangan dan/atau 
keselamatan manusia. Penjelasan Pasal 71 
ayat (2) huruf (a) Pengertian Persyaratan 
Sanitasi mencakup pengertian persyaratan 
higienis. 

4. Setiap Orang yang melakukan Produksi 
Pangan untuk diedarkan yang dengan 
sengaja menggunakan:  

 a. bahan tambahan Pangan melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan; 
atau  

 b. bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) (Pasal 
136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan). 

 Pasal 75 ayat (1) Setiap Orang yang 
melakukan Produksi Pangan untuk 
diedarkan dilarang menggunakan: a. bahan 
tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau 
b. bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan. Penjelasan Pasal 
75 ayat (1) huruf (a) Penggunaan bahan 
tambahan Pangan dalam produk Pangan 
yang tidak mempunyai risiko terhadap 
kesehatan manusia dapat dibenarkan 
karena lazim digunakan. Namun, 
penggunaan bahan tambahan Pangan yang 
melampaui ambang batas maksimal tidak 
dibenarkan karena merugikan atau 
membahayakan kesehatan manusia. 

5. Setiap Orang yang memproduksi Pangan 
yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik 
Pangan yang belum mendapatkan 
persetujuan Keamanan Pangan sebelum 
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) dan setiap Orang yang 
melakukan kegiatan atau proses Produksi 
Pangan dengan menggunakan bahan baku, 
bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan 
lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik 

Pangan yang belum mendapatkan 
persetujuanKeamanan Pangan sebelum 
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (2) (Pasal 137 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan). Pasal 77 ayat (1) Setiap 
Orang dilarang memproduksi Pangan yang 
dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan 
yang belum mendapatkan persetujuan 
Keamanan Pangan sebelum diedarkan. Ayat 
(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan 
atau proses Produksi Pangan dilarang 
menggunakan bahan baku, bahan 
tambahan Pangan, dan/atau bahan lain 
yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik 
Pangan yang belum mendapatkan 
persetujuan Keamanan Pangan sebelum 
diedarkan. Penjelasan Pasal 77 ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "bahan baku" 
adalah bahan utama yang dipakai dalam 
kegiatan atau proses Produksi Pangan, yang 
dapat berupa bahan mentah, bahan 
setengah jadi, atau bahan jadi. Yang 
dimaksud dengan "bahan lain" adalah 
bahan yang tidak termasuk bahan baku 
maupun bahan tambahan Pangan. 

6. Pasal 138. Setiap orang yang melakukan 
Produksi Pangan untuk diedarkan, yang 
dengan sengaja menggunakan bahan apa 
pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat 
melepaskan cemaran yang membahayakan 
kesehatan manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (1) dan setiap orang 
yang dengan sengaja membuka kemasan 
akhir Pangan untuk dikemas kembali dan 
diperdagangkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (1) (Pasal 139 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 
Pangan). 

 Pasal 83 ayat (1) Setiap Orang yang 
melakukan Produksi Pangan untuk 
diedarkan dilarang menggunakan bahan 
apa pun sebagai Kemasan Pangan yang 
dapat melepaskan cemaran yang 
membahayakan kesehatan manusia. Pasal 
84 ayat (1) Setiap Orang dilarang membuka 
kemasan akhir Pangan untuk dikemas 
kembali dan diperdagangkan. Penjelasan 
Pasal 84 ayat (1) Yang dimaksud dengan 
"kemasan akhir Pangan" adalah kemasan 
yang digunakan untuk mengemas produk 
Pangan pada tahap akhir proses atau 
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kegiatan produksi yang siap 
diperdagangkan. 

7. Setiap Orang yang memproduksi dan 
memperdagangkan Pangan yang dengan 
sengaja tidak memenuhi standar Keamanan 
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
86 ayat (2) (Pasal 140 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). 
Pasal 86 ayat (2) Setiap Orang yang 
memproduksi dan memperdagangkan 
Pangan wajib memenuhi standar Keamanan 
Pangan dan Mutu Pangan. 

8. Setiap Orang yang dengan sengaja 
memperdagangkan Pangan yang tidak 
sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu 
Pangan yang tercantum dalam label 
Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 (Pasal 141 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). 
Pasal 89. Setiap Orang dilarang 
memperdagangkan Pangan yang tidak 
sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu 
Pangan yang tercantum dalam label 
Kemasan Pangan. 

9. Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja 
tidak memiliki izin edar terhadap setiap 
Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri 
atau yang diimpor untuk diperdagangkan 
dalam kemasan eceran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 
142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan). 

 Pasal 91 ayat (1) Dalam hal pengawasan 
keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan 
Olahan yang dibuat di dalam negeri atau 
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam 
kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan 
wajib memiliki izin edar. 

10. Setiap Orang yang dengan sengaja 
menghapus, mencabut, menutup, 
mengganti label, melabel kembali, 
dan/atau menukar tanggal, bulan, dan 
tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 
(Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Pangan). Pasal 99. 
Setiap Orang dilarang menghapus, 
mencabut, menutup, mengganti label, 
melabel kembali, dan/atau menukar 
tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa 
Pangan yang diedarkan. 

11. Setiap Orang yang dengan sengaja 
memberikan keterangan atau pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan pada 
label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
100 ayat (2) (Pasal 144 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). 
Pasal 100 ayat (2) Setiap Orang dilarang 
memberikan keterangan atau pernyataan 
yang tidak benar dan/atau menyesatkan 
pada label. 

12. Setiap Orang yang dengan sengaja memuat 
keterangan atau pernyataan tentang 
Pangan yang diperdagangkan melalui iklan 
yang tidak benar atau menyesatkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Pasal 104 
(2) Setiap Orang dilarang memuat 
keterangan atau pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan dalam iklan 
Pangan yang diperdagangkan. 

 
B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Denda 

Terhadap Korporasi Akibat Melakukan 
Tindak Pidana Pangan Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 
Pangan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan, mengatur mengenai 
Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan 
pada Pasal 133. Pelaku Usaha Pangan yang 
dengan sengaja menimbun atau menyimpan 
melebihi jumlah maksimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan yang mengakibatkan 
harga Pangan Pokok menjadi mahal atau 
melambung tinggi dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah). 

Pasal 134. Setiap Orang yang melakukan 
Produksi Pangan Olahan tertentu untuk 
diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak 
menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang 
dapat menghambat proses penurunan atau 
kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan 
yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah).  
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Pasal 135. Setiap Orang yang 
menyelenggarakan kegiatan atau proses 
produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan/atau peredaran Pangan yang tidak 
memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

Pasal 136. Setiap Orang yang melakukan 
Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan 
sengaja menggunakan:  
a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan; atau  
b. bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).6 

Pasal 137 ayat: 
(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan 

yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik 
Pangan yang belum mendapatkan 
persetujuan Keamanan Pangan sebelum 
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau 
proses Produksi Pangan dengan 
menggunakan bahan baku, bahan 
tambahan Pangan, dan/atau bahan lain 
yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik 
Pangan yang belum mendapatkan 
persetujuan Keamanan Pangan sebelum 
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 138. Setiap Orang yang melakukan 
Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan 
sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai 
Kemasan Pangan yang dapat melepaskan 
cemaran yang membahayakan kesehatan 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

 
6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

Pasal 139. Setiap Orang yang dengan 
sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk 
dikemas kembali dan diperdagangkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 140. Setiap Orang yang memproduksi 
dan memperdagangkan Pangan yang dengan 
sengaja tidak memenuhi standar Keamanan 
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

Pasal 141 Setiap Orang yang dengan sengaja 
memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai 
dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan 
yang tercantum dalam label Kemasan Pangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

Pasal 142. Pelaku Usaha Pangan yang 
dengan sengaja tidak memiliki izin edar 
terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di 
dalam negeri atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan eceran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

Sistem perizinan muncul karena tugas 
mengatur dari pemerintah, karena perizinan 
akan dibuat dalam bentuk peraturan yang 
harus dipatuhi masyarakat yang berisikan 
larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini 
akan digunakan oleh penguasa sebagai 
instrumen untuk mempengaruhi hubungan 
dengan para warga agar mau mengikuti cara 
yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan 
yang konkrit.7 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin ialah 
beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya 
tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk 

 
7 N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge. Pengantar Hukum 
Perizinan. (Penyunting) oleh Philipus. M. Hadjon. Yuridika. 
Surabaya .1993.  hal. 5. 
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dapat melakukannya disyaratkan prosedur 
tertentu harus dilalui.8 

Menurut W.F Prins, izin yaitu biasanya yang 
menjadi persoalan bukan perbuatan yang 
berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya 
harus dilarang, melainkan bermacam-macam 
usaha yang pada hakikatnya tidak berbahaya, 
tapi berhubung dengan satu dan lain sebab 
dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi 
Negara.9    

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan, Pasal 143. Setiap Orang yang 
dengan sengaja menghapus, mencabut, 
menutup, mengganti label, melabel kembali, 
dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun 
kedaluwarsa Pangan yang diedarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan. Pasal 1 angka 3: Label pangan 
adalah setiap keterangan mengenai pangan 
yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi 
keduanya, atau bentuk lain yang disertakan 
pada pangan, dimasukkan ke dalam, 
ditempelkan pada, atau merupakan bagian 
kemasan pangan, yang selanjutnya dalam 
Peraturan Pemerintah ini disebut Label. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan, Pasal 144. Setiap Orang yang 
dengan sengaja memberikan keterangan atau 
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 
pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 
rupiah).  

Pasal 145. Setiap Orang yang dengan 
sengaja memuat keterangan atau pernyataan 
tentang Pangan yang diperdagangkan melalui 
iklan yang tidak benar atau menyesatkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

 
8Philipus. M. Hadjon. dkk. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia. Gadjah Mada Press University. Yogyakarta. 
2002. hal. 143. 
9 W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra. Pengantar Hukum 
Ilmu Administrasi Negara. Pradnya Paramita . Jakarta. 
1983. hal. 73-74. 

3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

Periklanan sebagai salah satu sarana 
pemasaran dan sarana penerangan memegang 
peranan penting di dalam pembangunan yang 
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana 
penerangan dan pemasaran, periklanan 
merupakan bagian dari kehidupan media 
komunikasi yang vital bagi pengembangan 
dunia usaha, serta harus berfungsi menunjang 
pembangunan (Tata Krama dan Tata Cara 
Periklanan Indonesia).10 

Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, 
merupakan alat bagi produsen untuk 
memperkenalkan produknya kepada 
masyarakat agar dapat mempengaruhi 
kecenderungan masyarakat untuk 
menggunakan dan mengkonsumsi produknya. 
Demikian pula sebaliknya masyarakat akan 
memperoleh gambaran tentang produk yang 
dipasarkan melalui iklan, namun masalah 
adalah iklan tersebut tidak selamanya 
memberikan informasi yang benar atau lengkap 
tentang suatu produk, sehingga konsumen 
dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap 
suatu produk tertentu berdasarkan informasi 
yang tidak lengkap tersebut.11 

i dalam Tata Krama dan Tata Cara 
Periklanan Indonesia, dikatakan bahwa 
periklanan merupakan, Salah satu sarana 
pemasaran dan sarana penerangan,yang 
memengang peranan penting dalam 
pembangunan bangsa Indonesia. Sehubungan 
dengan itu:  
a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan 

atau tidak bertentangan dengan hukum 
yang berlaku; 

b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan 
dan/atau merdahkan martabat, agama, tata 
susila, adat, budaya, suku, dan golongan; 
Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang 

sehat.12 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan, Pasal 146 ayat: 

 

10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang 
Perlindungan Konsumen. Cetakan Keempat. PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta. 2008. hal. 172.  
11 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.Cit. hal. 104. 
12 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Op.Cit. hal. 42. 
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(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 
143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:  
a. luka berat atau membahayakan nyawa 

orang, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 

b. kematian orang, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah).  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:  
a. luka berat atau membahayakan nyawa 

orang, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau 
denda paling banyak 
Rp14.000.000.000,00 (empat belas 
miliar rupiah).  

b. kematian orang, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah). 

Pasal 147. Setiap pejabat atau penyelenggara 
negara yang melakukan atau membantu tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 
sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan 
pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari 
ancaman pidana masing-masing. Pasal 148 
ayat:  
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 
145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana 
penjara dan pidana denda terhadap 
pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 
denda terhadap perseorangan.  

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), korporasi dapat dikenai 
pidana tambahan berupa:  

 a. pencabutan hak-hak tertentu; atau  
 b. pengumuman putusan hakim. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana korporasi 

yang dapat dikenakan sanksi pidana denda, 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 133 
sampai dengan Pasal 145 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 
Bentuk-bentuk tindak pidana terjadi akibat 
korporasi melakukan perbuatan dengan 
dengan sengaja tidak menaati ketentuan-
ketentuan hukum dalam peraturan 
perundang-undangan yang telah mengatur 
standar keamanan pangan yang dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana denda terhadap 
korporasi akibat melakukan tindak pidana 
pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Pangan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 
selain pidana penjara dan pidana denda 
terhadap pengurusnya, pidana dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) 
kali dari pidana denda terhadap 
perseorangan. Selain pidana denda 
korporasi dapat dikenai pidana tambahan 
berupa: pencabutan hak-hak tertentu; atau  
pengumuman putusan hakim. 

 
B. Saran 
1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana korporasi 

yang dapat dikenakan sanksi pidana 
memerlukan pengawasan oleh pemerintah 
khususnya persyaratan keamanan pangan, 
mutu pangan, dan gizi pangan serta 
persyaratan label dan iklan Pangan. Dalam 
hal hasil pemeriksaan oleh pengawas 
menunjukkan adanya bukti awal bahwa 
telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, 
maka perlu segera dilakukan penyidikan oleh 
penyidik yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.  

2. Pemberlakuan sanksi pidana denda terhadap 
korporasi akibat melakukan tindak pidana 
pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 Tentang Pangan perlu 
diterapkan  sesuai dengan bentuk-bentuk 
perbuatan pidana yang telah terbukti secara 
sah dilakukan koporasi berdasarkan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
guna memberikan efek jera bagi korporasi 
dan pengurusnya dan bagi pihak lain dapat 
dicegah untuk melakukan perbuatan yang 
sama. 
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